Sejarah/Gambaran Umum Bawaslu Kab/Kota

Lembaga Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran
administrasi Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sebagai lembaga Ad
hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilu dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilu/Pilkada dilantik, maka seperti itulah Panwas
Kabupaten/Kota yang kita ketohui mengenai Prosedur Pembentukannya.

Seperti kita ketahui bersama bahwa tonggak sejarah pelaksanaan Pemilu pertama kali di tahun 1955, dimana saat itu sama sekali belum mengenal adanya Lembaga
Pengawas Pemilu. Keberadaan Lembaga ini baru ada pada Pemilu di tahun 1982, yang dilatari oleh protes yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi/kecurangan yang dilakukan oleh para petugas Pemilu di tahun 1971 dan 1977 yang terjadi

secara massif, Protes ini akhirnya direspon oleh Pemerintah dan DPR yang pada kala itu didominasi Partai Golkar dan ABRI, yang melahirkan gagasan untuk meningkatkan
kualitas Pemilu di tahun 1982 dengan memperbaiki Undang-undang, Pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta Pemilu kedalam kepentingan Pemilu, selanjutnya
Pemerintah mengintroduksi adanya Lembaga baru yang akan terlibat dalam urusan Pemilu mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Lembaga baru ini bernama
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Kemudian Lembaga pengawas Pemilu ini dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya Lembaga tetap

yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan setelah melalui Judical Review di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2007 dimana putusan akhir menetapkan rekrutmen pengowas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan
pennyelenggaraan Pemilu, menerima pengaduan, menangani kasus-kasus Administrasi, pidana Pemilu, dan pelanggaran kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan
kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16
Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu. Tentunya hal ini sangtlah merepotkan bagi
Bawaslu Rl ditengah-tengah perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu serentak Tahun 2019 yang dimana harus mengadakan perekrutan Tim Seleksi calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota permanen serta melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih dan menetapkan para Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota di
514 (Lima Ratus Empat Belas) Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia paling lambat pertengahan bulan Agustus 2018.

Tim Seleksi yang berasal dari Akademisi dan Tokoh Masyarakat melakukan penjaringan secara terbuka untuk memilih dan menetapkan Calon Komisioner Bawaslu
Kabupaten/Kota melalui beberapa tahapan rangkaion mulai pengumuman pendaftaran penelitian berkas administrasi, tes tertulis, tes psikologi, dan tes wawancara.
Selanjutnya dari seluruh rangkaian diatas okan menghasilkan calon Anggota Komisioner sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah anggota yang dibutuhkan untuk diserahkan
nama-namanya ke Bawaslu Provinsi untuk selanjutnya dilakukan Uji kelayakan dan kepatutan, Bawaslu Provinsi mengirimkan nama-nama calon Anggota Komisioner
berdasarkan Peringkat ke Bawaslu Rl untuk ditetapkan sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen periode tahun 2018 2023.




